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ABSTRAK 

 
 

Debitor yang mempunyai utang lebih dari satu kreditor yang tidak dapat atau 

memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh 

tempo dan dapat ditagih, maka debitor tersebut dapat memohon penundaan kewajiban 

pembayaran utang (PKPU) kepada pengadilan. Maksud dari pengajuan PKPU kepada 

pengadilan tersebut yaitu untuk memungkinkan para pihak dalam hal ini debitor untuk 

mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau 

seluruhnya utang kepada kreditor. Pada waktu melakukan pengajuan PKPU, debitor juga 

berhak menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 

265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. Apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut maka kreditor 

dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan kepada pengadilan, 

selanjutnya pengadilan dapat membatalkan perdamaian tersebut, dan debitor dinyatakan 

pailit. Berdasarkan hal tersebut, ada dua pokok permasalahan yang diteliti yaitu apakah 

Putusan No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo No. 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN 

Niaga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah akibat 

hukum kepailitan PT. Njonja Meneer terhadap kreditor berdasarkan putusan No. 

11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo No. 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga. Metode 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Putusan Nomor 

11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga telah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pengajuan permohonan 

pailit telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 170 ayat (1), dan Pasal 291 ayat 

(2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Akibat hukum kepailitan PT. 

Njonja Meneer terhadap kreditor, yaitu semua utang kreditor menjadi jatuh tempo dan 

semua transaksi bisnis dengan debitor dibekukan atau dihentikan, kecuali ditentukan dengan 

tegas oleh UU Kepailitan dan PKPU untuk dilanjutkan, dan semua kreditor diwajibkan 

untuk mendaftarkan tagihannya kepada kurator untuk dicocokkan agar dapat dibayar dari 

harta pailit. 

 
 

Kata Kunci : Akibat Hukum Keputusan Pailit 
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